
 

 

 

PENJABARAN 

Menimban
g  

: a. bahwa
2019 
Anggaran 20
Bupatimeneta
andanBelanja Daerah 
sebagailandasanoperasionalpelaksanaanA
Daerah

b. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud
a,perlumenetapkan
Pendapatan dan Belanja Daerah

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang
Tahun 1945;

2. Undang
Otonom Kabupaten
Sumatera Utara  (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Re
1092);

3. Undang
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3

4. Undang
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang
(Lembaran Nega
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3569); 

 

 

 

 

 

BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

 
 

PERATURAN BUPATI
NOMOR 45TAHUN 

 

TENTANG 
 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
TAHUN ANGGARAN 20

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI KARO,
 

bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 
 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020 
BupatimenetapkanPeraturanBupatitentangPenjabaranAnggaranPendapat
andanBelanja Daerah 
sebagailandasanoperasionalpelaksanaanA
Daerah; 

bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksud
perlumenetapkanPeraturanBupati 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Tahun 1945; 

Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi 
Sumatera Utara  (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Re
1092); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

9);  

BUPATI KARO 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

BUPATI KARO 
TAHUN 2019 

 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARO, 

asal 5 Peraturan Daerah Nomor 06
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

 disebutkan bahwa 
tentangPenjabaranAnggaranPendapat

andanBelanja Daerah 
sebagailandasanoperasionalpelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanja 

bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimanadimaksuddalamhuruf 
Bupati tentangPenjabaran Anggaran 

ahun Anggaran 2020; 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi 

Sumatera Utara  (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

851); 

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

8. Undang-Undang...

06Tahun 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

disebutkan bahwa 
tentangPenjabaranAnggaranPendapat

andanBelanja Daerah 
PendapatandanBelanja 

huruf 
Anggaran 

Republik Indonesia 

Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi 

Sumatera Utara  (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1956 
publik Indonesia Nomor 

Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

Undang... 
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8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234)sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-Undang Nomor 15 Tahun 
2019 tentang PerubahanatasUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

9. Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir  dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6041); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6322); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor  310); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 157); 

15. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 33 Tahun 2019 
tentangPedomanPenyusunanAnggaranPendapatandanBelanja Daerah 
TahunAnggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 655); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 06Tahun 2019 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 06); 

MEMUTUSKAN… 

MEMUTUSKAN: 
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Menetapk
an 

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. 

 

Pasal 1 

AnggaranPendapatandanBelanja Daerah TahunAnggaran 2020terdiriatas : 
 

a. Pendapatan    
 1. PendapatanAsli Daerah Rp. 103.840.957.850,00  
 2. Dana Perimbangan Rp. 1.000.076.594.321,00  
 3. Dana lain-lain 

pendapatandaerah yang sah 
 
Rp. 

 
275.194.410.325,00 

 

 JumlahPendapatan Rp. 1.379.111.962.496,00 
b. Belanja    
 1. BelanjaTidakLangsung    
 a) BelanjaPegawai Rp. 679.842.559.226,00  
 b) Belanja Hibah  Rp. 6.256.122.876,00  
 c) Belanja Bantuan Sosial  Rp. 100.000.000,00  
 d) Belanja Bagi Hasil kepada 

Provinsi/ Kabupaten/Kota 
dan Pemerintahan Desa 
sejumlah 

Rp. 4.941.771.636,00  

 e) Belanja Bantuan 
Keuangan kepada 
Provinsi/ Kabupaten/Kota 
dan Pemerintahan Desa  

Rp. 279.436.344.200,00  

 f) Belanja Tidak Terduga  Rp. 2.000.000.000,00  
 Rp. 972.576.797.938,00 
   

 2. BelanjaLangsung    
 a) Belanjapegawai Rp. 65.535.222.662,00  
 b) Belanjabarangdanjasa Rp. 211.301.934.082,00  
 c) Belanja modal Rp. 129.698.007.814,00  
  Rp. 406.535.164.558,00 
 JumlahBelanja Rp. 1.379.111.962.496,00 
 Surplus/(defisit) Rp. 0,00 
 Sisalebihpembayarananggarantahunberkenaan Rp. 0,00 

 
Pasal 2 

 
RingkasanPenjabaran APBD sebagaimanadimaksuddalamPasal 1, 
sebagaimanatercantumdalamLampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari PeraturanBupati ini. 
  
 

Pasal 3 
 
Penjabaran APBD sebagaimanadimaksuddalamPasal 1, 
sebagaimanatercantumdalamLampiran II dan Lampiran IIIyang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari PeraturanBupati ini. 
 

 
Pasal... 

 
 
 

Pasal4 
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PeraturanBupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.  
 
Agar setiaporang mengetahuinya, 
memerintahkanpengundanganPeraturanBupatiinidenganpenempatannyadalamBeritaDaer
ahKabupatenKaro. 

 

Ditetapkan di Kabanjahe 

padatanggal21November 2019 

BUPATI KARO, 
 
 
 
 
TERKELIN BRAHMANA 

Diundangkan di Kabanjahe 

padatanggal21 November2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO, 

 
 
 
 

KAMPERAS TERKELIN PURBA 
 

 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2019 NOMOR45 
 

 
 
 
 
 
 


